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PEMGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 106/PMK.06/2017,
tanggal 26 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mengukur dan memonitor kinerja
Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pem-
binaan dan pengawasan Menteri Keuangan, pertu
melakﬁkan pengelolaan terhadap kinerja Direksi
dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan
{Persero} di bawah pembinaan dan pengawasan
Menteri Keuangan;

bahwa untuk melakukan pengelolaan kinerja seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a, .memerlukan
suatu pengaturan mengenai pengelolaan kinerja
Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan
Perseroan (Persero} di bawah pembinaan dan
pengawasan Menteri Keuangan;

bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Men-
teri Ke.uangan selaku Rapat Umum Pemegang
Saham atau Pemegang Saham pada beberapa
Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah
pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan
sehingga Menteri Keuangan berwenang mene-
tapkan aturan mengenai pembinaan dan penga-
wasan Perusahaan Perseroan {(Persero) di bawah
pembinaan dan pengawasannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan
Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero)
di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri
Keuangan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahuri 2003 Nomor 70, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4297},

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 No-
mor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4556};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/
2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan
Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Ren-
cana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan
{Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan
Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2013 Nomor 130);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/
2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik pada Perusahaan Perseroan {Persero)
di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 20 15 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEN-
GELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMIS-
ARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN {PERSERO)
DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MEN-
TER! KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Perusahaan Perseroan {Persero} di bawah pem-
binaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang
selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha
Milik Negara yang berbentuk Persercan Terbatas
yang modalnya terbagi dalam saham yang se-
luruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang pembinaan dan pengawasannya
berada di bawah Menteri Keuangan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah organ Persero yang me-
megang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan
memegang segala wewenang yang tidak diserah-
Kan kepada Direksi atau Komisaris.

3. Direksi adalah organ Persero yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Persero untuk kepentingan Persero, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan keten-
tuan anggaran dasar Persero.

4. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang ber-
tugas melakukan pengawasan secara umum dan/
atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

" memberi nasihat kepada Direksi.

5. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya dising-
kat RJP adalah rencana strategis yang memuat
sasaran dan tujuan Perserc yang hendak dicapai
dalam jangka waktu 5 ({lima} tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran ta-

hunan dari RJP Persero.

Visi adalah cita-cita Perserc yang akan dicapai di
masa depan.

Misi adalah tujuan jangka panjang Persero yang
menjadi landasan didirikannya Persero yang men-
cakup produksi dan/atau jasa yang diusahakan,
sasaran pasar yang dituju, dan upaya untuk me-
ningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak ter-
kait.

Kinerja adalah suatu hasil pada sebuah fungsi
pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu
untuk mencapai tujuan tertentu.

Kontrak Kinerja adalah suatu dokumen kesepaka-
tan Kinerja antara Direksi atau Dewan Komisaris
secara kolegial dengan RUPS untuk mewujudkan
target Kinerja tertentu yang akan dicapai dalam
satu tahun anggaran.

Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal yang
secara berkala digunakan untuk mengevaluasi
kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam men-
jalankan tugas-tugasnya.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang
memetakan Sasaran Strategis Perseroan dalam
suatu kerangka hubungan sebab akibat yang
menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi
Perseroan.

Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS
adalah sasaran kerja Perseroan yang disusun se-
jalan dengan RKAP dan akan dicapai dalam satu
tahun anggaran.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya dising-
kat IKU adalah tolok uku-r keberhasilan pencapa-
jan SS danjatau tugas dan fungsinya.

Inisiatif Strategis yang selanjutnya disingkat 1S

‘adalah satu atau beberapa langkah kegiatan yang

digunakan sebagai ‘cara untuk mencapai target
IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasa-
ran Strategis.

Target IKU adalah suatu ukuran kuantitatif KU
yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu.
Realisasi IKU adalah capaian IKU yang diperoleh
dalam periode tertentu.
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18.

19,

20,

{n

{2
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Capaian Kinerja adalah nilai capaian IKU pada
Kontrak Kinerja.

Nilai Kinerja adalah nilai keseluruhan capatan IKU
dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot
perspektif.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksa-
naan Kontrak Kinerja yang selanjutnya disebut
Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasil-
kan informasi capaian kinerja yang telah ditetap-
kan dalam dokumen Kontrak Kinerja.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedo-

man dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Di-

reksi dan Dewan Komisaris.

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai:

a. pedoman dalam menyusun dan menilai kon-
trak kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
dalam rangké memacu kontribusi maksimal
Persero;

b. alat pengendali strategis dalam mewujudkan
Visi dan Misi Persero sesuai dengan mandat
yang diberikan Pemerintah;

¢. pedoman bagi RUPS dalam melakukan pene-
tapan Kontrak Kinerja dan pelaksanaan evalu-
asi atas pelaksanaan Kontrak Kinerja Direksi
dan Dewan Komisaris; dan

d. acuan bagi RUPS dalam pertimbangan remu-

- nerasi dan penetapan besaran tantiem bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Persero.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Kinerja melip‘uti:

a.
b.

R T

Pengelolaan Kinerja Direksi; dan
Pengelolaan Kinerja Dewan Komisaris,

BAB II
PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pengelolaan Kinerja Direksi meliputi:

o 00 T

penyusunan dan penyampaian Kontrak Kinerja;
penetapan Kontrak Kinerja;

pengukuran Kinerja;

penilaian Capaian Kinerja;

pelaporan Capaian Kinerja; dan

evaluasi Capaian Kinerja.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penyampaian Kontrak Kinerja
Pasal 5 ‘

. Penyusunan Kontrak Kinerja bertujuan sebagai:

dasar pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas
pelaksanaan komitmen Direksi; dan
dasar pengukuran tingkat efisiensi dan efektivi-

tas, serta perbaikan berkelanjutan yang dilakukan |

Direksi dalam pencapaian tujuan Persero.

Pasal 6

Kontrak Kinerja disusun berdasarkan atas asas:

a.

Objektivitas,
ian kinerija memiliki ukuran yang jelas, realistis,
menantang dengan memperhitungkan peluang
dan tantangan serta tingkat kesulitan yang diha-
dapi.

Keadilan, vaitu penilaian capaian kinerja dilaku-
kan secara objektif dan terukur serta didukung
data dan infdrmasi yang diperlukan dan dapat di-
pertanggungjawabkan.

yaitu penyusunan target capa- |

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengung- |

kapan inforniasi terkait indikator, metode, dan

sumber data penilaian yang digunakan.

Pasal 7

Hasil pencapaian Kontrak Kinerja Direksi

dapat digunakan sebagai:

a.

dasar penilaian keberhasilanjkegagalan pencapa-

ian tujuan dan sasaran Persero selama satu tahun |

anggaran;
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
Persero; dan

dasar bagi RUPS untuk memberikan keputusan

terkait pemberian reward atau penghargaan dan
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(1)

(2}

1)

(2)

{3}

{4}

penjatuhan. sanksi kepada Direksi.

Pasal 8

Direksi menyusun usulan Kontrak Kinerja yang

akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

Usulan Kontrak Kinerja Direksi memuat paling se-

dikit:

a. SS yang akan dicapai dalam mendukung pen-
capaian visi, misi, dan tujuan pendirian Per-
sero oleh Pemerintah;

b. IKU untuk setiap SS;

c. target kuantitatif IKU dalam satu tahun ang-
garan beserta rincian target secara periodik
(bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahu-
nan}; dan

d. Inisiatif Strategis.

Pasal 9

Direksi menyampaikan usulan Kontrak Kinerja ke-

pada RUPS setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris.

Usulan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) disusun dengan tahapan sebagai

berikut:

a. penerjemahan Visi, Misi, dan SS Persero yang
tertuang dalam RJP ke dalam suatu Peta
Strateqi;

b. penyusunan Peta Strategi;

c. penentuan IKU dan bobot IKU untuk setiap
55;

d. setiap IKU yang ditetapkan dilengkapi dengan
Manual IKU;

e. penentuan target capaian kinerja untuk selu-
ruh IKU sesuai dengan yang tertuang dalam
RKAP; dan

f. penyusunan Inisiatif Strategis untuk menca-
pai target.

Usulan Kontrak Kinerja sebagaimana tersebut

pada ayat (1} dan ayat (2} disampaikan paling

lambat 60 {enam puluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku RKAP.

Usulan Kontrak Kinerja dibahas dalam rapat tek-

nis yang dapat melibatkan pihak-pihak terkait.

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAR

(n

(2)

{n

{2)

(1)

(2)

{3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga
Penetapan Kontrak Kinerja
Pasal 10

Penetapan Kontrak Kinerja dilaksanakan oleh
RUPS pada saat RUPS dalam rangka mengesah-
kan RKAP.

Direksi harus menandatangani Kontrak Kinerja
yang telah ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian Direksi pada tahun
berjalan, dilakukan serah terima Kontrak Kinerja
kepada pejabat pengganti Direksi.

Pejabat pengganti Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas Apemenu-
han pencapaian sisa target Kontrak Kinerja yang
telah diserahterimakan.

Pasal 12

Perubahan atas Kontrak Kinerja dapat dilakukan,

dalam hal:

a. terdapat perubahan struktur Persero yang
mengakibatkan adanya perubahan tugas dan
fungsi Direksi;

b. terdapat perubahan SS, target kinerja, 1KU
dan/atau Insiatif Strategis; dan/atau

c. terdapat perubahan RKAP.

Perubahan Kontrak Kinerja sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} huruf a ditetapkan paling lam-

bat 15 (lima belas) hari setelah Direksi yang baru
diangkat dan berlaku surut sejak tanggal pen-
gangkatannya.

Perubahan Kontrak Kinerja sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersamaan

dengan persetujuan perubahan RKAP.

Dalam hal perubahan Kentrak Kinerja menyebab-

kan perubahan IKU dan/atau target kinerja, dibuat

dalam addendum Kontrak Kinerja.

Addendum Kontrak Kinerja sebagaimana dimak-

sud dalam ayat {3) merupakan satu kesatuan

vang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja
yang telah ditetapkan sebelumnya.
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56

(6)

{7}

(1

2}

(n
(2)

Perubahan Kontrak Kinerja sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) tidak mengubah Target Kinerja
pada periode sebelumnya yang telah dilaporkan
capaiannya.

Setiap perubahan atas Kontrak Kinerja harus
mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja
Pasal 13

Pengukuran Kinerja Direksi disusun dengan
menggunakan metode pengukuran Kinerja yang
terintegrasi yang merupakan peneriemahan Visi,
Misi dan strategi Persero ke.dalam seperangkat
SS.
SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diru-
muskan dengan menggunakan 4 {empat} pers-
pektif yang saling berhubungan dan tidak dapat

- dipisahkan, yaitu:

a. Perspektif Mandat dan Keuangan, berfungsi
untuk mengukur pencapaian mandat, kemam-
pulabaan (profitabilitas) dan/atau nilai pasar
{market value) Perseroan;

b. Perspektif Stakeholder, berfungsi untuk men-
gukur kepuasan pemangku kepentingan, dan
pengguna Jasa layanan yang meliputi mutu,
dan/atau pelayanan;

c. Perspektif Proses Bisnis Internal, berfungsi

untuk mengukur efisiensi dan efektivitas Per- |

sero dalam kegiatan operasionalnya; dan

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan,
berfungsi untuk mengukur kemampuan Per-
sero untuk mengembangkan dan memanfaat-
kan sumber daya manusia sehingga tujuan
strategis Persero dapat tercapai untuk waktu
sekarang dan masa yang akan datang.

Pasal 14 '
Pencapaian Sasaran Strategis diukur dalam IKU.
Penentuan IKU sebagaimana tersebut pada ayat
{1) disusun berdasarkan prinsip:
a. Specific, yaitu IKU harus mampu menyatakan

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERIMNTAH

(1)
(2)

sesuatu yang khasjunik dalam menilai kinerja;

b. Measurable, yaitu IKU yang dirancang harus
dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan
pengukuran, dan jelas pula cara pengukuran-
nya;

c. Agreeable, yaitu IKU harus disepakati dalam
RUPS;

d. Realistic, yaitu IKU harus dapat dicapai, na-
mun menantang;

e. Time Bounded, yaitu IKU harus memiliki batas
waktu pencapaian; dan

f. Continuously Improved, vaitu dapat menye-
suaikan dengan perkembangan strategi organ-
isasi.

Pasal 15

IKU dituangkan dalam Manual IKU.

Manual IKU sebagaimana tersebut pada ayat (2}

berisi berbagai informasi tentang IKU, meliputi:

a. definisi IKU, yaitu uraian mengenai apa yang
dimaksud dengan IKU tersebut;

b. tujuan IKU, vaitu uraian mengenai alasan di-
masukkannya IKU dalam pengukuran kinerja;

c. formula, yaitu uraian bagaimana cara untuk
memperoleh nilai IKU;

d. satuan pengukuran, vaitu unit pengukuran
yang digunakan untuk menunjukkan kuanti- |
tas IKU, seperti % (persentase), rupiah, kali, |
buah, atau orang;

a. target, yaitd ukuran kuantitas IKU yang ingin
dicapai secara periodik dalam 1 (satu) tahun !
sesuai dengan periode pelaporan {bulanan, tri-
wulanan, semesteran, atau tahunan);

f. baseline, yaitu realisasi 6apaian IKU tahun se-
belumnya atau benchmarking dengan industri |
sejenis;

g. polarisasi data, menunjukkan ekspektasi arah
nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terha-
dap nilai target;

h. periode pelaporan, menunjukkan seberapa
sering data aktual IKU perlu dilaporkan pen-
capaiannya (bulanan, triwulanan, semesteran,
dan tahunan);

Resiness News $03430-8.2617




m

{2}

i, pihak yang bertanggung jawab atas IKU, yaitu
unit/individu yang bertanggung jawab terha-
dap pencapaian IKU;

|. pihak yang rnenyediakan data IKU, yaitu unit/
individu yang bertanggungjawab rnengoordi-
nasikan dan menyediakan data pencapaian
IKU; .

k. surnber data, yaitu ufaian dari mana surnber
data IKU diperoleh; dan

I. jenis konsolidasi periode, menunjukkan jenis
pola perhitungan angka capaian IKU, yaitu
dapat berupa penjumlahan angka capaian per
periode laporan {sum), angka capaian periode
terakhir (take last known value) , atau rata-
rata dari penjumlahan angka capaian per peri-
ode pelaporan {average}.

Bagian Kelima
Penilaian Capaian Kinerja
Pasal 16

Penilaian Capaian Kinerja dilakukan secara self
assessment oleh Direksi.

Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} merupakan nilai kinerja Direksi,
yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

_a. Capaian IKU;

(3)

{m

(2]

b. Nilai Sasaran Strategis (NSS), yaitu nilai yang
menunjukkan konsolidasi dari seluruh 1KU di
dalam satu SS; dan

¢. Nilai Kinerja Perspektif {NKP), yaitu nilai yang
menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS
dalam satu perspektif.

Perhitungan Nilai Kinerja Direksi ditetapkan den-

gan formula yang tercantum dalam Lampifan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pelaporan Capaian Kinerja
Pasal 17
Direksi harus menyampaikan Laporan Capaian
Kinerja.
Laporan Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud

e

(3)

{4

(5)

(6)

pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS secara

triwulanan bersama Laporan Realisasi RKAP.
Laporan Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 {tiga :
puluh) hari setelah triwulan dima.ksud berakhir.
Dalam hal Laporan Capaian Kinerja triwulan IV
disampaikan bersamaan penyampaian Laporan
Tahunan Persero, Laporan Capaian Kinerja disam-
paikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
triwulan IV berakhir.

Laporan triwulan IV merupakan laporan Capa-
ian Kinerja yang bersifat kumulatif dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Laporan Capaian Kinerja 1
agaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik.

(satu} tahun seb-

Pasal 18
Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan

Capaian Kinerja jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/

atau hari libur, Laporan Capaian Kinerja disampaikan

pada hari kerja pertama berikutnya.

(1)

{2)

{(3)

{4)

Bagian Ketujuh
Evaluasi Capaian Kinerja
Pasal 19

Menteri Keuangan selaku RUPS menugaskan Di-
rektur Jenderal Kekayaan Negara untuk melak-
sanakan evaluasi terhadap Kinerja Persero melalui
Capaian Kinerja Direksi secara periodik dengan
mengacu pada Kontrak Kinerja Direksi.

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi Capaian Kiner-
ja dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan
dalam Kontrak Kinerja dan Manual IKU Direksi
setiap triwulan, dan membuat suatu kesimpulan,
dan memberikan rekomendasi, pada setiap peri-
ode pelaporan.

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan terhadap se-
tiap IKU dalam 4 (empat ) perspektif sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Kontrak Kin-
erja triwulan 1V dilaksanakan bersamaan dengan




——

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

penyelenggaraan RUPS Tahunan Persero.

BAB I
PENGELOLAAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
Pasal 20 ‘
Ketentuan mengenai Pengelolaan Kinerja Di-
reksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 12, Pasal
"14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
19 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengelolaan
Kinerja Dewan Komisaris.

Pasal 21
Hasil pencapaian kontrak kinerja Dewan

Komisaris dapat digunakan sebagai:

a. dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi selama satu tahun angga-
ran;

b. dasar bagi RUPS untuk memberikan keputusan
terkait pemberian reward atau penghargaan dan
penjatuhan sanksi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 22

{1} Dewan Komisaris menyampaikan Usulan Kontrak
Kinerja yang telah ditandatangani kepada RUPS.

{2) Usulan Kontrak Kinerja disusun dengan tahapan
sebagai berikut:

a. penerjemahan tugas, foungsi, dan tanggung
jawab Dewan Komisaris Perseroan;

b. penentuan IKU dan bobot IKU untuk setiap
$S;

¢. setiap IKU yang ditetapkan dilengkapi dengan
Manual IKU;

d. penentuan target capaian kinerja untuk selu-
ruh IKU; dan

€. penyusunan Inisiatif Strategis untuk menca-
pai target.

{(3) Usulan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2) disampaikan paling
lambat 60 {enam puluh) hari sebslum dimulainya
tahun bu' 1 RKAP.

{1

(2)

(1

(2)

. Pasal 23

Pengukuran Kinerja Dewan Komisaris disusun

dengan menggunakan metode pengukuran kiner-

ja yang terintegrasi yang merupakan penerjema-
han tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dewan

Komisaris ke dalam seperangkat SS.

SS sebagaimana dimaksud Jpada ayat (1} diru-

muskan dengan menggunakan perspektif yang

saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan,
meliputi;

a. Perspektif Pengawasan, berfungsi untuk men-
gukur keefektifan pengawasan dan pemberian
nasihgt oleh Dewan Komisaris terhadap tugas
dan tanggung jawab Direksi dalam penguru-
san Persero; dan

b. Perspektif Pelaporan, berfungsi untuk men-
gukur ketepatan waktu penyampaian laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab De-
wan Komisaris.

* BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat
pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas
yang. sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara
dan anak perusahaan Persero, sepanjang diset'u—
jui oleh RUPS persercan atau anak perusahaan
Persero atau badan hukum yang kepemilikannya
oleh negara tidak terbagi atas saham serta kekay-
aan awalinya berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara mélalui penyertaan modal _
negara secara langsung atau dinyatakan sebagai
Kekayaan Negara Dipisahkan.

Anak perusahaan Persero sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} merupakan perseroan terbatas
yang sebagian besar sahamnya dimiliki dan dik-
endalikan oleh Persero.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Kont_rak Kinerja yang telah mendapat penge-
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sahan Menteri Keuangan selaku RUPS sebelum. ber-
lakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah
dan berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2017
MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 1042

(BN )

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR
PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR
NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL

SAHANMNYA DI BURSA EFEK
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 107/PMK.03/2017,
tanggal 26 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai penetapan saat di-
perolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri
atas penyertaan modal pada badan usaha di luar
negeri selain badan usaha yang menjual saham-
nya di bursa efek telah diatur dalam Peraturan

256/PMK.03/2008

tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen
oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan

Menteri Keuangan Nomor

Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain
Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa
Efek;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan
modal pada badan usaha di luar negen selain
badan usaha yahg menjual sahamnya di bursa
efek, perlu mengganti ketentuan mengenai saat
diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam

negeri atas penyertaan modal pada badan usaha

di luar negeri selain badan usaha yang menjual
sahamnya di Bursa Efek sebagaimana dimaksud
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